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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR P.9/Menhut-II/2012 

TENTANG 
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU  
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang 
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 
Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.43/Menhut-II/2010; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, 
serta dengan mempertimbangkan perkembangan 
kondisi saat ini, maka perlu dilakukan pengaturan 
kembali Rencana Pemenuhan Bahan Baku 
Industri Primer Hasil Hutan Kayu;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
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Menteri Kehutanan tentang Rencana Pemenuhan 
Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4814);  
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5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 76 Tahun 2011; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government; 

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan 
Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.45/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 215); 

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat 
Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan 
Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.33/Menhut-II/2007; 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.35/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) tentang Izin 
Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.9/Menhut-II/2009 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27); 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara 
Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 
Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 
Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 47); 
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13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI 
PRIMER HASIL HUTAN KAYU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya 
disingkat IU-IPHHK adalah izin usaha industri yang mengolah kayu 
bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi 
barang setengah jadi atau barang jadi. 

2. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai 
ciri khusus dengan produk tertentu yang dihasilkan dari proses 
produksi. 

3. Bahan baku industri adalah hasil hutan yang diolah atau tidak diolah 
dan dapat dimanfaatkan sebagai material produksi dalam industri dan 
atau untuk penggunaan lain. 

4. Kayu Bulat (KB) adalah Kayu Bulat Besar dan atau Kayu Bulat 
Sedang yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan 
dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm 
ke atas. 

5. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari: 
kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan 
diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena 
mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% 
(empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu 
bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang. 

6. Kayu limbah adalah sisa hasil pemotongan, sebetan/simpiran atau log 
core dari kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil hasil proses 
produksi dalam industri dan atau sisa pembagian batang berupa 
tunggak, kayu cacat/busuk hati/growong dengan reduksi di atas 40% 
(empat puluh persen) dan ranting dari hasil penebangan yang 
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digunakan untuk menghasilkan produk diversifikasi primer maupun 
sekunder. 

7. Rendemen kayu olahan riil adalah indeks perbandingan capaian 
produksi kayu olahan (output) terhadap penggunaan bahan baku 
(input) yang dinyatakan dalam persen. 

8. Standar rendemen kayu olahan adalah indeks/angka rendemen kayu 
olahan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. 

9. Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan selisih 
rendemen kayu olahan riil lebih besar dari standar rendemen kayu 
olahan. 

10. Inefisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan 
selisih rendemen kayu olahan riil lebih kecil dari standar rendemen 
kayu olahan. 

11. Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah laporan 
yang menggambarkan secara rinci penggunaan bahan baku kayu 
bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat kecil menjadi kayu 
olahan primer. 

12. Kapasitas izin produksi adalah volume produksi maksimum setiap 
tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin usaha industri dari 
pejabat yang berwenang. 

13. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu 
yang selanjutnya disingkat RPBBI adalah rencana yang memuat 
kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari 
sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan 
produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan 
ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan 
baku. 

14. Penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau 
laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik adalah penyusunan 
dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan 
realisasi RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi 
berbasis web. 

15. Penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau 
laporan bulanan realisasi RPBBI secara manual adalah penyusunan 
dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan 
realisasi RPBBI yang dilakukan dengan surat biasa atau non 
elektronik yang dilengkapi dengan dokumen pendukung bahan baku 
yang dipersyaratkan. 
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